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Abstraksi 

Daiam rangka melaksanakan otonomi duerah sebagalmana diatur dalam 
Undang~Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa 
pembcnan otonomi kepada daerah KabupatenIKota didasarkan alas asas 
desentrahsasi daiam ~'Ujud otonomi yang 100$, nyata dan bertanggung jawab. 
Pemberian kewenangan atas dasar asas desentraiisasi tersebut, maka semua bidang 
pemerintahan yang diserahkan kepada daerab daJam rangka pelaksanaan otonomi 
pada dasamya menjadi wewenang dan tanggungjawab pemerintah daerah kabupaten 
dan kota sepenuhnya, bail yang menyangkut penentuan kebijakan, perencanaan, 
pclaksanaan, pengawasan. pengendalian dan evaiuasi. 

Akan tetapi polu hubungan autam Kabupaten Jombang dengan Pemerintah 
PUsa! adalah bersifat lnstruktif. yang artmya adalah pola hubungan di mana peranan 
Pemerintah Pusat dominan datam bidang keuangan disbanding peranan Pernerintah 
Daerah. Apabl1a dilihat dari tingkat kemandtrian Kabupaten Jombang tergolong 
rendah sekali, yaitll dengan tingkat rasio 16,75 '%, bcgitu juga bila dlgunakan 
indikatOf derajat desentralisasi fiskalrrya, dapat dikatakan masih rendah. Hal lni 
dtbukttkan dengan rendahnya kontribusl PAD dalam petterimaan daerah, yaitu rata­
rata sebesar 17,3 '% per tahun, demikian pula dengan rata-rata kontribusi Bagi Ha<;ii 
Pajak dan Bukon Pajak (BHPBP) seresar 11,1 % pertahun. 

Kendisl dan permasalahan yang ditemui dalam pengelolaan keuangan dan 
pendapatan daerah pada masmg-masing daerah adaiah hook sarna, karena 
menyangkut ters«hanya sumber, tingkat kcmajuan serta kcmampuan sumber-sumber 
yang ada. Saat ini kemampuan keuangan beberapa Pemerintah ORerah masih sangat 
tcrgantung pada penerimaan yang berasal dari pemerintah pusat, seperti halnya 
Kabupaten Jombang, dalam memenuhi penerimaannya masih bclum dapat iepas dan 
peran pemerintah pusat 
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